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ABSTRAK 

Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan salah satu bentuk 

layanan kesehatan yang diminati oleh masyarakat karena kemudahan akses dan 

biaya yang relative terjangkau. Oleh karena itu diperlukan adanya perizinan bagi 

para penyehat tradisional guna memberikan perlindungan dan jaminan kepada 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 

peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang 

pelayanan kesehatan tradisional empiris di kota Medan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melaui wawancara dan dokumentasi terhadap 

informan, yaitu pihak dinas kesehatan, pelaku kesehatan tradisional, dan 

masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan belum berjalan secara optimal. Terdapat kendala dalam aspek 

komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta hambatan pada disposisi dan struktur 

birokrasi, khususnya dalam pengurusan legalitas praktik. Kesimpulan dari 

penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sosiaalisasi, pembinaan, dan 

pemyerdahanaan proses legalitas agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif 

dilapangan. 

Kata kunci : implementasi kebijakan, kesehatan tradisional, legalitas  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

       Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap individu manusia 

yang mesti terpenuhi dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Kondisi kesehatan 

yang baik memungkinkan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari 

dengan optimal. Untuk memperoleh kesehatan yang prima, masyarakat dapat 

mengakses jenis-jenis pelayanan melalui berbagai macam metode pengobatan, 

salah satunya dengan metode kesehatan tradisional empiris yang sudah sering 

digunakan masyarakat Indonesia. Kekayaan sumber daya hayati (biodiversity) 

yang sangat melimpah serta keanekaragaman tradisi dan budaya, mendukung 

keberadaan metode pengobatan tradisional di tiap-tiap daerah dengan ciri khas 

yang disesuaikan dengan kearifan lokal(Wahyuni, 2021).  

       Metode pengobantan tradisional merupakan warisan leluhur sejak zaman 

dahulu dari generasi ke generasi selanjutnya yang telah melekat di kehidupan 

masyarakat dan terus  berkembang hingga saat ini. Metode pengobatan ini sering 

kali menjadi andalan dalam mengahadapi berbagai masalah kesehatan baik ringan 

maupun berat. Kesehatan tradisional empiris tidak hanya mencangkup racikan 

obat-obatan serta jamu-jamuan, namun juga berbagai pelayanan kesehatan lainnya 

tersedia. Seperti jasa pijat tradisional yang dapat dilakukan secara fleksibel serta 

dapat disesuaikan dengan kemauan konsumen itu sendiri, hingga pelayanan 
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kesehatan tradisional yang berbasis pada keahlian oleh penyehat seperti 

akupuntur, bekam dan jasa terapis lainnya.  

       Praktik pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan dan racikan banyak 

diperjualbelikan di pasar  tradisional serta penjaja keliling di kota Medan. 

Termasuk pada masa-masa krisis ekonomi melanda sebagaimana yang terjadi 

pada masa pandemik tahun 2020 oleh wabah (covid-19), masyarakat tetap 

menggunakan obat tradisional sebagai alternatif berupa jamu-jamuan sebagai 

pilihannya(Purwaningsih, 2013). Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem 

pelayanan kesehatan tradisional cenderung meningkat, sebab biaya kesehatan 

yang menggunakan metode modern dengan teknologi relatif mahal bagi sebagian 

masyarakat di kalangan ekonomi menengah kebawah (Wahyuni, 2021). 

Beralihnya masyarakat pada obat-obatan tradisional didasari dengan berbagai 

pertimbangan seperti lebih mudah diakses dan biaya yang terjangkau.  

       Melihat fenomena bahwa obat-obatan tradisional seperti jamu-jamuan masih 

melekat dan dikonsumsi masyarakat maka pemerintah perlu melakukan 

pengawasan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi 

masyarakat terhadap obat-obatan tradisional. Sebab tanpa adanya pendampingan 

dari dinas kesehatan ataupun ijin pengedaran obat-obatan tradisional 

dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping yang mungkin akan  muncul 

dikarenakan kurangnya pemahaman serta kurangnya memenuhi standar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

       Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah telah menetapkan peraturan 

menteri kesehatan no.61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional 
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empiris, yang  bertujuan untuk mengatur dan memastikan pelayanan kesehatan 

tradisional empiris dilakukan sesuai dengan standar  nasional yang aman dan 

berkualitas serta juga memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Oleh sebab itu, penyehat tradisional harus memiliki kemampuan serta 

keterampilan dibidangnya dan terintegrasi oleh Dinas Kesehatan serta memiliki 

surat STPT (surat terdaftar penyehat tradisional), sehingga pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan standar prosedur. Namun fenomena menunjukkan masih 

ada penyehat tradisional yang belum berkoordinasi dengan dinas kesehatan 

sehingga dikhawatirkan terjadi maalpraktik.  

       Meski regulasinya sudah di tetapkan oleh pemerintah namun masih ada 

tantangan seperti minimnya pelaksanaan pengawasan, masih banyak yang belum 

terintergrasinya para pelaku kesehatan tradisional, serta minimnya pemahaman 

masyarakat mengenai pelayanan kesehatan tradisional yang masih menjadi 

kendala utama (Ismedsyah & sitanggang, 2022).  

       Melihat betapa pentingnya pengobatan tradisional, selain sebagai budaya juga 

karena masyarakat pengguna masih percaya dengan pengobatan tradisional, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Iplementasi Peraturan 

Menteri Kesehatan Republic Indonesia No.61 Tahun 2016 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Di Kota Medan” dengan tujuan 

untuk mengavaluasi sejauh mana regulasi peraturan ini diterapkan dan dijalankan 

di kota Medan, serta bagaimana peraturan tersebut telah diimplementasikan 

dengan baik, dan diharapkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan pelayananan kesehatan tradisional empiris di kota Medan. 
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1.2  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bagaimana 

implementasi dari peraturan menteri kesehatan republik Indonesia no.61 tahun 

2016  tentang pelayanan kesehatan empiris di kota Medan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dalam penelitian ini: 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian peraturan menteri 

kesehatan republik Indonesia no.61 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan 

tradisional empiris di kota Medan. 

1.3.2 Mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap legalitas dan kualitas pelaku pelayanan kesehatan 

tradisional empiris di kota Medan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat dalam penelitian ini: 

1.4.1 Bagi Penulis/Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan sebagai wadah 

untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama 

menempuh studi di bidang ilmu administrasi publik, khususnya dalam 

memahami dan menganalisis implementasi kebijakan publik serta 

mengasah keterampilan analitis untuk mendukung karir akademik. 
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1.4.2 Bagi dinas kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap 

pengembangan implementasi kebijakan di sektor kesehatan khususnya 

dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris. 

1.4.3 Bagi Pemerintah 

Memberi masukan bagi pemerintah guna meningkatkan implementasi 

kebijakan terkait pembinaan pengawasan serta pengaturan layanan 

kesehatan tradisional empiris di kota Medan. 

1.4.4 Bagi Pelaku Kesehatan Empiris 

Memberikan sebuah wawasan serta rekomendasi dalam meningkatkan 

kualitas layanan kesehatan tradisional empiris yang akan mereka 

berikan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

1.4.5 Bagi Masyarakat 

Memberikan sebuah pemahaman yang lebih baik lagi dalam 

meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang betapa 

pentingnya dalam memilih layanan kesehatan tradisional yang 

aman,nyaman sesuai dengan standar prosedur yang ada. 
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BAB II 

Uraian Teoritis 

 

2.1 Implementasi 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

       Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia yang 

berarti suatu penerapan atau suatu pelaksanaan guna untuk kegiatan 

mencapi tujuan menggunakan ide,konsep,kebijakan atau suatu inovasi yang 

memberi dampak baik baik berupa pengetahuan maupun keterampilan nilai 

dan sikap. 

       Dunn (2003:109) menyatakan bahwasannya pelaksanaan maupun 

implementasian suatu kebijakan yang merupakan rangkaian program pilihan 

yang saling berhubunga termaksud tindalkan didalamnya, yang dibentuk 

oleh pemangku kebijakan kemudian diformulasikan kedala berbagai aspek 

kesehatan,kesejahteraan sosial,ekonomi,administrasi,serta pada aspek 

lainnya(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Yang berarti 

implementasi yang merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses 

kebijakan tersebut yang pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai 

tujuanyang sudah ditentukan supaya terpenuhinya kebijakan tersebut dengan 

sarana dan prasarana tertentu. 

       Implementasi pada dasarnya merupakan suatu cara agar sebuah 

kebijakan dapat di implementasikan sesuai dengan tujuan dari tercapainya 
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kebijakan tersebut yaitu dengan mengimplementasikan secara langsung 

dalam bentuk program atau dapat melalui formulasi kebijakan atau turunan 

dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang diturunkan dapat berupa program 

yang kemudian dijadikan proyek yang dilakukan oleh pemangku 

kebijakan,pemerintah,masyarakat yang saling bekerja sama dalam 

mewujudkannya(Zulfikar; Rozaili; Hansyar, 2022). 

       Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 

sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa: 

Implementasi merupakan kegiatan yang terjadi setelah disahkannya 

kebijakan yang mencangkup berbagai program didalamnya dan 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat dengan kejadian-kejadian. 

 

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

       Menurut (Winarno, 2002) implementasi kebijakan adalah alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak serta tujuan yang telah ditetapkan(Mahardika & Nalar Rizki, 2021). 

(Nugroho, 2003) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah 

tindakan (action) intervensi itu sendiri(Mahardika & Nalar Rizki, 2021). 

Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-

elemen dibawah ini yaitu : 

a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana. 

b. Penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksanaan SOP (standard 
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operating procedure)  

c. Koordinasi, pembagian tugas-tugas di dalam dan diantara dinas-

dinas atau badan pelaksana. 

d. Pengalokasian sumber-sumber daya guna mencapai tujuan. 

       Penjelasan dari elemen diatas dapat dipahami bahwa untuk bertindak 

sesuai dengan isi dalam sebuah kebijakan diperlukan komunikasi dan 

intergrasi yang terjalin diantara semua stakeholder terutama para pelaksana 

kebijakan, kemudian komunikasi akan mengklasifikasikan peran serta 

fungsi dari pada pelaksana kebijakan, sehingga hal ini akan menciptakan 

suatu hubungan yang harnonis diantara berbagai instansi pemerintah dan 

para pelaku kebijakan yang terkait dengan implementasi kebijakan. 

       Menurut Edward III (1980) implementasi kebijakan publik adalah suatu 

tahapan kebijakan publik untuk menetapkan kebijakan yang pas dalam 

penyelesain suatu masalah antara pembentukan kebijakan dan kosekuensi 

kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.Yang artinya jika suatu 

kebijakan tidak tepat untuk mengatasi sasaran masalah kebijakan itu sendiri 

maka dapat dikatan bahwa kebijakan tersebut telah gagal atau mengalami 

kegagalan fungsi meskipun sudah dilaksanakan atau di implementasikan 

sebaik mungkin. 

       Berdasarkan teori implementasi Edward III (1980) dalam(Roeslie & 

Bachtiar, 2018) bahwa untuk mencapai hasil implementasi kebijakan 

terdapat empat hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

yaitu, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 



9 

 

 

 

Keempat indikator tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan 

dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu 

dan menghambat implementasi kebijakan, yang berarti  dengan pendekatan 

ini yang ideal dengan merefleksikan kompleksitas dengan membahas semua 

faktor sekaligus. 

 

2.1.3 Model Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980) 

       Dalam mengkaji implementasi adapun peneliti menggunakan teori 

implementasi kebijakan yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan 

Edward III (1980) dengan meenggunakan empat indikator-

indikator:(Anggraini & Isbandono, 2024) 

a. Komunikasi : terkait penyampaian informasi yang diterapkan 

pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan atau kelompok 

sasaran 

b. Sumber daya, merupakan peran yang sangat penting dalam 

implementasi kebijakan.  

c. Disposisi, merupakan sikap dari suatu pelaksana kebijakan 

dalam menjalankan suatu kebijakan. 

d. Struktur birokrasi , terkait wewenang, prosedur, serta tanggung 

jawab dalam mencapai tujuan program kebijakan. 

       Dari keempat indikator di atas dapat dikemukakan bahwa yang 

mempengaruhi kesuksesan terhadap suatu implementasi kebijakan publik 

yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mana 
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keempat indikator ini saling berhubungan satu sama lainnya. Sehingga dapat 

menciptakan kinerja implementasi kebijakan perlu direalisasikan dengan 

sinergi dan intensif(Mulyadi, 2016). Untuk lebih mudah memahami ke 

empat indikator dari teori Edward III (1980), yang saling berhubungan 

berikut model implemetasi kebijakannya.: 

Gambar 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan 

 
Sumber: Model Iplementasi kebijakan George C,Edward III (Setyawan & Srihardjono, 

2016). 

 

Indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan: 

a. Komunikasi 

       Komunikasi merupakan faktor utama yang menentukan sejauh mana 

implementasi kebijakan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan proses 

penyampaian informasi yang diberikan kepada para pemangku kebijakan 

agar arah tujuan serta sasaran kebijakan terlaksana secara efektif dan jelas 

serta bisa memahami pelaksanaan kebijakannya. Komunikasi juga proses 

kesinambungan antar didalam dan diluar organisasi yang dapat 
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mempengaruhi kinerja. Keberhasilan implementasi kebijakan juga 

ditentukan dengan terjalinnya komunikasi yang baik dan berkualitasnya para 

pemangku kebijakan agar tidak berpotensi menghambat keberhasilam 

implementasi. Dalam komunikasi ada tiga hal yang harus diperhatikan 

1) Transmisi : penyebaran yang baik dihasilkan dari sistem 

komunikasi yang efektif, sehingga penyampaian dan penyaluran 

informasi kebijakan oleh para pemangku atau pelaksana kebijakan 

terlaksana secara proposional dan merata. Dapat dilakukan 

transmisi penyuluhan seperti dengan sosialisasi kebijakan oleh 

dinas kesehatan dan masyarakat, kemudian dapat pelaksanaan 

sosisalisasi dapat di informasikan juga melalui media massa, 

pertemuan maupun pelatihan. Namun transmisi juga dapar 

terhambat jika implementasi kebijakan itu harus melalui strutur 

birokrasi yang berlapis-lapis atau bisa juga karna saluran 

komunikasi yang kurang memadai yang bisa menyebabkan distrosi. 

2) Kejelasan : komunikasi yang sampaikan harus jelas dan jauh dari 

hal-hal yang menimbulkan kebingungan atau membuat ambigu 

bagi para yang melaksanakan kebijakan, pentingnya kejelasan 

kesesuaian informasi, baik itu petunjuk maupun intruksi yang 

disampaikan juga dengan benar. Serta perumusan kebijakan harus 

selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, dan juga kejelasan 

informasi mengenai prosedur legalitas kemudian standar keamanan 

serta kualitas layanan kesehatan tradisional empiris. Dan informasi 
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juga bisa tidak jelas ketika sumber yang diinfokan berbeda-beda 

tidak jelas dan kurang informatif. 

3) Konsitensi : konsistensi informasi juga sangat penting dalam 

penyampaian informasi yang efektif, agar tidak salah interprestasi 

oleh pelaku kesehatan maupun masyarakat. Dan komunikasi yang 

kurang efektif bisa mengakibatkan menurunnya atau rendahnya 

tingkat kepatuhan para pelaku kesehatan tradisional empiris 

(PKTE) terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan 

konsistensi dalam komunikasi dapat meminimalisir kegagalan 

pelaksanaan dan keambiguan yang mungkin saja bisa terjadi. 

 

b. Sumber Daya 

Sumber daya juga memiliki peranan yang penting dan diperlukan agar 

program kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karna 

tanpa sumber daya yang cukup kebijakan tidak akan berjalan dengan 

semestinya, menurut Edward III (1980) bahwa sumber daya sangatlah 

penting akan keberhasilan implementasi kebijakan, dan dijelaskan dengan 

beberapa indikatornya  yang meliputi:  

1) sumber daya manusia, yang merupakan unsur yang paling penting 

dan utama dalam sebuah implementasi kebijakan. Staf atau petugas 

kesehatan atau pengawas dari pemerintah yang memiliki 

kompetensi dalam membina serta mengawasi para pelaku 
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kesehatan tradisional empiris(PKTE) dalam melaksanakan program 

kesehatannya. 

2) Sumber daya finansial, juga dapat dikatakan sebagai anggaran 

memadai atau tidak memadainya juga dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan baik itu pelaksanaan 

pembinaan ,pelatihan ataupun pengawasan pelayan kesehatan 

tradisional empiris (PKTE). 

3) Fasilitas ,yang juga merupakan bagian komponen penting dalam 

suatu implementasi kebijakan, infrakstruktur juga termaksud 

seperti pusat pelatihan, laboratorium pengujian herbal, atau sebuah 

sistem online dalam mendukung para pelaku kesehatan tradisional 

empiris ataupun fasilitas yang menunjang berjalannya kebijakan. 

Kekurangan dari salah satu indikator diatas dapat menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

c. Disposisi  

       Disposisi juga merupakan karakteristik pelaksanaan atau 

kencenderungan sikap. Implementasi juga dapat dilihat keberhasilannya dari 

sikap para pelaksana kebijakannya,sesuai dengan pernyataan Edward III 

(1980) dalam (Widyaningtyas, 2023) bahwa terwujudnya sebuah kebijakan  

dapat dilihat sesuai dengan perilaku atau dari sikap para pelaksana 

kebijakan. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan: 
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1) Perangkat birokrat, atau petugas kesehatan yang memiliki 

kompetensi dalam menjalankan kebijakan, sejauh mana mereka 

memahami serta mendukung kebijakan terkait pelayanan kesehatan 

tradisional empiris(PKTE). 

2) Insentif, yang merupakan tambahan atau keuntungan menjadi salah 

satu metode yang dapat diusulkan untuk mengurangi atau 

mengatasi ketidaksetujuan oleh paa pelaksana sehingga dapat 

menaikkan atau mengunggah semangat dalam melaksanakan 

kebijakan. 

 

d. Struktur Birokrasi 

       Selain itu salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan juga 

salah satunya adanya struktur birokrasi yang memainkan peran aktif dalam 

implementasi kebijakan. Dimana para pelaksana harus memiliki 

pengetahuan dan wawasan mengenai yang mengcangkup aturan,prosedur 

serta mekanisme yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Edwar III (1980) dalam (Anggraini & Isbandono, 2024) terdapat 2 

faktor struktur birokrasi: 

1) Standar operating procedures (SOP) yang merupakan alur kerja 

yang membantu dalam mengerjakan atau melaksanakan suatu 

kebijakan. SOP juga berkenaan mengenai mekanisme pelaksanaan 

kebijakan, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam proses 
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pengawasan terhadap pelaku kesehatan tradisional empiris ataupun 

antar pelaksana.  

2) Fragmentasi, yang merupakan distribusi atau penyebaran tanggung 

jawab kepada para sejumlah aktor dalam implementasi kebijakan 

sesuai dengan prosedur untuk keberhasilan/kesuksesan kebijakan. 

 

2.2 Kebijakan Publik 

2.1.1    Pengertian Kebijakan Publik 

       Kebijakan atau policy adalah serangkaian tindakan terarah yang 

dilakukan individu, kelompok, institusi, atau pemerintah dalam rangka 

mencapai maksud dan tujuan tertentu di suatu lingkungan(Anggraini & 

Isbandono, 2024). Kebijakan merupakan sekumpulan tindakan sikap, 

keputusan-keputusan yang terencana oleh pelaku kebijakan dalam upaya 

penyelesaian masalah(Dwi et al., 2024).  

       Menurut Dunn (1999: 51-52) menjelaskan secara etimologis bahwa 

kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin yaitu 

polis (negara-kota) kemudian dikembangkan dalam bahasa latin yang 

berartikan menjadi politia (negara) yang berartikan menangani masalah-

masalah publik atau administrasi pemerintahan(Anggara, 2016a). Berarti 

kebijakan publik merupakan keputusan atas sejumlah rangkaian pilihan (set 

of choosing) yang memiliki hubungan satu samalain dalam mencapai 

tujuan/sasaran tertentu. Pelaku kebijakan sebagai orang atau sekumpulan 

orang dalam suatu organisasi tertentu yang mempunyai posisi serta peran 
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tertentu yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Dimana lingkungan 

kebijakan sebagai suatu keadaan yang melatarbelakangi suatu isssues atau 

masalah kebijakan. 

       Kebijakan publik adalah suatu keputusan alokasi sumberdaya untuk 

memastikan pendayagunaannya dapat memberikan suatu kebaikan bangsa 

itu sendiri dan bukan yang lain apalagi sebaliknya, maka dari itu 

seperangkat kebijakan dibuat untuk memastikan alokasi sumberdaya itu 

penting dan sangat terbatas atau langka, serta dapat menjamin untuk 

memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia(Nugroho;Riant, 2018). 

       Kebijakan publik merupakan salah satu yang menjadi komponen 

penting dimana tidak boleh diabaikan sama sekali,karena tanpanya 

kebijakan publik akan dianggab atau dipandang gagal, karena dalam 

kehidupan bersama hanya diatur oleh seorang atau sekelompok orang untuk 

memuaskan dan mencapai kepentingan diri sendiri atau kelompok 

saja(Damanik, 2021). Berarti dari pernyataan di atas dapat didefenisikan 

bahwa kebijakan merupakan sebuah alat untuk memecahkan masalah yang 

mengcakup secara luas serta terencana secara sistematis sehingga dapat 

mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efesien. 

       Kebijakan tidak bersifat permanen atau hanya dibuat sekali untuk 

seterusnya tanpa perubahan atau penyesuaian terhadap perkembangan 

kondisi masyarakat. Wildavsky (1979, dalam Goodin et al, 2006:20) berkata 

bahwa “policy is its own cause”, yang artinya adalah kebijakan melahirkan 

sebuah kebijakan lainnya. Dalam (Goodin et al, 2006:218) berpendapat 
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bahwa setiap kebijakan mungkin menciptakan masalah atau konsekuensi 

tidak terduga yang perlu diatasi dengan kebijakan lainnya(Anggraini & 

Isbandono, 2024).  

Kebijakan publik juga memiliki beberapa fungsi yaitu: 

a. Berfungsi dalam menata kehidupan bermasyarakat (mengatasi 

isu-isu sosial yang ada di lingkungan masyarakat) 

b. Berfungsi dalam mengendalikan konflik yang muncul dengan 

mengguakan peraturan/kebijakan yang dibuat. 

c. Berfungsi dalam mengumpulkan pendapatan atau pemasukan kas 

negara. 

d. Berfungsi dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dan 

transparansi. 

 

2.1.2 Model-Model Kebijakan Publik 

       Model kebijakan adalah prepesentasi sederhana mengenai aspek-aspek 

yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu, yang 

mana dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, namun 

yang terpenting adalah dapat membantu membedakan tujuan,bentuk,serta 

fungsi dari model(Anggara, 2016b) 

a. Model deskriptif : model ini memprediksikan serta menjelaskan 

sebab dan kosekuensi pemilihan kebijakan guna untuk 

pemantauan hasil aksi kebijakan. 

b. Model normative : tidak hanya memperkirakan nilai masa lalu, 
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masa kini, dan masa yang akan datang, model ini juga 

memprediksi serta menjelaskan dalil dan rekomendasi untuk 

mengoptimalkan pencapaian utilitas (nilai). 

c. Model verbal : penggunaan model ini bersandar pada nilai nalar 

yang di ekspresikan dalam bahasa keseharian dan bukan hanya 

bahasa logika simbol dari matematika seperti bagian dari model-

model, penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan 

sebuah rekomendasi pilihan. 

d. Model simbolis :model ini sulit di komunikasikan bahkan kadang 

sering mengalami atau menimbulkan kesalahpahaman. Model ini 

memberikan prediksi atau solusi dengan memakai metode 

matematika,statistika,dan logika. 

e. Model procedural : model ini diperoleh dengan mengsimulasikan 

dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin dalam sebuah 

masalah kebijakan yang umumnya dibantu dengan menggunakan 

komputer yang diprogramkan untuk menghasilakan prediksi-

prediksi dari asumsi yang berbeda. 

f. Model pengganti dan prespektif : model penganti diasumsikan 

sebagai penganti dari masalah-masalah dimulai dari asumsi 

bahwa masalah formal, model prespektif digunakan dalam 

merumuskan masalah yang didasarkan pada asumsi bahwa 

masalah formal. 
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2.3 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 

       Pelayanan kesehatan tradisional empiris adalah sebuah sistem penerapan pada 

penereapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya dapat 

dibuktikan secara empiris(Sampurno et al., 2020). Empiris menurut kamus bahasa 

Indonesia adalah suatu yang berdasarkan oleh pengalaman baik itu diperolah dari 

penemuan, percobaan ataupun yang berdasarkan dengan pengamatan yang telah 

dilakukan. 

       Berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia no.61 tahun 

2016,(kemenkes) bukti emperis keamanan pelayanan kesehatan tradisional 

berdasarkan pada hasil penelitian tekniks(Sampurno et al., 2020). Dimana metode 

dan penyelenggaraannya telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan tradisional  adalah 

pengobatan atau perawatan   dengan cara  dan  obat  yang mengacu pada 

pengalaman dan keterampilan yang diwariskan turun temurun secara empiris 

dapat dipertanggung-jawabkan  dan  dapat diterapkan  sesuai  dengan norma yang 

berlaku di masyarakat(Fitriana, 2014). Berdasarkan ketetntuan diatas dapat 

dikemukakan pelayanan kesehatan tradisional mengandung syarat: 

a. Adanya aktifitas perawatan atau pengobatan. 

b. Menggunakan obat atau cara-cara tradisional. 

c. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan yang diwariskan secara turun-

temurun. 

d. Harus dapat dipertanggung jawabkan secara empiris. 

e. Penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

       Pelayanan oleh pemerintah dapat disebut pelayanan umum yang artinya 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi-instansi 
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pemerintah  pusat, di daerah di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah 

baik dalam bentuk barang maupun jasa,baik itu dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan suatu peraturan. Pemberi 

layanan oleh para pelaku pejabat atau pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsinya(Anggara, 2016c). 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1     Jenis Penelitian 

       Penelitian  adalah  suatu  kegiatan  dalam  upaya melakukan pencarian 

kebenaran secara ilmiah terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan 

metode  ilmiah, yang mana objek  penelitian  bisa  menyangkut  berbagai bidang 

seperti bidang kesehatan, pendidikan, hukum, politik, sosial-budaya, ekonomi,  

humaniora  dan  lain  sebagainya dan penelitian kualitatif dilakukan karena 

adanya sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji. Penelitian  adalah  suatu  

kegiatan  dalam  upaya  seseorang  melakukan pencarian kebenaran secara ilmiah 

terhadap suatu objek dengan menggunakan metode  ilmiah  pula(Hasibuan et al., 

2022).  

       Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  ilmiah  yang  sistematis terhadap 

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk 

menggali data serta memahami secara mendalam implementasi peraturan menteri 

kesehatan republik indonesia no.61 tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan 

tradisional empiris di kota Medan, penelitian ini berfokus pada proses, 

pengalaman,dan presepsi pelaku kesehatan empiris serta instansi pemerintah 

terkait kebijakan ini. 
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3.2 Kerangka Konsep 

       Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana penerapan 

pada kebijakan serta bagaimana kebijakan dapat menghasilakan pelayanan 

kesehatan tradisional empiris di kota Medan yang lebih optimal melalui 

serangkaian proses. Kerangka konsep dalam penelitian ini dibuat untuk 

menjelaskan menghubungkan antara konsep yang mempengaruhi implementasi 

dari peraturan menteri kesehatan RI No.61 tahun 2016 tentang Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Empiris di Kota Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Mentri 

Kesehatan RI 

No.61 Tahun 2016 

Sumber 
daya,SDS, 

infrakstruktur 

Pemahaman 

kebijakan,komunikasi 

antar pelaku,koordinasi 

pelaksanaan 

Pelayanan 

kesehatan empiris 

yang optimal 

Mewujudkan pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan 

pelayanan  kesehatan 

tradisional empiris 
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Dalam penelitian ini kerangka konsep mengacu pada teori implementasi 

kebijakan Edward III, yang mencakup empat indikator : 

a. Komunikasi, penyampaian informasi kebijakan kepada pelaku dan 

masyarakat. 

b. Sumber daya, tersedianya tenaga kerja, dana, dan fasilitas dalam 

mendukung implementasi kebijakan. 

c. Disposisi, sikap, perilaku dan komitmen para pelaksana kebijakan 

terhadap peraturan yang berlaku. 

d. Struktur birokrasi, kejelasan aturan-aturan dan prosedur serta koordinasi 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

       Model implementasi ini digunakan dalam mengevaluasi sejauh mana 

kebijakan pelayanan kesehatan tradisional empiris di kota Medan dilaksanakan 

dan diterapkan. 

 

3.3 Definisi Konsep 

       Konseptual merupakan suatu defenisi yang dapat dijabarkan secara konsep 

atau teori agar lebih terarah, mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat 

diamana pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ditawarkan sudah sesuai 

dengan standar yang telah di tentukan, maka dalam penelitian ini digunakan 

konsep sebagi berikut: 
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a. Implementasi Kebijakan, merupakan proses pelaksanaan aturan oleh 

pemerintahan dan pelaku kesehatan tradisional sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan No.61 Tahun 2016. 

b. Pelayanan Kesehatan Empiris, sebagai bentuk pelayanan kesehatan 

yang berbasis pengalaman yang diwariskan secara turun-temuru, juga 

termaksud praktik pengobatan tradisional seperti jamu, jasa pijat dan 

ramuan herbal 

c. Pelaku Kesehatan Tradisional, setiap individu yang menyediakan 

layanan kesehatan berbasis empiris, seperti para penjual jamu , jasa 

pijat/urut, atau peracik obat herbal. 

 

3.4   Kategorisasi Penelitian  

       Kategorisasi dalam penelitian menunjukan bagaiamana cara mengukur suatu 

konsep dengan jelas, yang menjadi pendukung penelitian dalam analisis tersebut. 

Tabel 3.4. Kategorisasi Penelitian  

Kategori  Indikator 

Komunikasi  Pemahaman pelaksana terhadap 

kebijakan serta tindakan penyuluhan 

kepada masyarakat terkait kebijakan 

Sumber Daya Tenaga penyehat terlatih,fasilitas serta 

anggaran yang tersedia untuk sosialisasi 

kebijakan 

Disposisi  Sikap dan komitmen para pelaksana 

terhadap kebijakan 

Struktur Birokrasi Prosedur administratif serta koordinasi 

antarinstansi terkait 
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3.5 Informan Atau Narasumber  

       Dalam penelitian ini untuk melengkapi data dibutuhkan Informan, dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang 

relevan, dimana narasumber memiliki  informasi yang valid untuk digali. 

Memiliki data  terkait dengan penelitian suatu objek tertentu sehingga nantinya 

dapat menghasilkan suatu informasi yang akurat, adapun narasumber dalam 

penelitian ini terdiri dari 5 orang yaitu: 

a. Pejabat pemerintah : 1 orang Staf bagian Yankes Dinas Kesehatan Kota 

Medan yaitu apt.Dormian Sitanggang, S.Farm, M.K.M 

b. Pelaku kesehatan tradisional : 2 orang penyehat yaitu Bapak Indra 

Gunawan, S.E dan Ibu Laila Gulo 

c. Masyarakat pengguna : 2 orang  yang secara aktif menggunakan 

layanan kesehatan yaitu Ibu Nurmala dan Ibu Nilman Nur 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono,(2016:308), merupakan suatu 

langkah utama dalam suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mememperoleh 

data yang tepat serta adanya standar dalam pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara setting, sumber, cara setting dilakukan melalui setting alamiah 

(natural setting)(Noor, 2011). 

       Untuk mengoptimalkan akurasi dan relevansi informasi, dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data meliputi : 

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 
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terpercaya dan valid terkait dengan objek penelitian. Diperoleh melalui 

wawancara dengan informan atau narasumber. 

b. Data Sekunder, merupakan sebuah data yang berbentuk dokumen, 

laporan atau literatur yang relevan dengan objek penelitian. Dapat 

berupa dokumen resmi kebijakan, laporan tahunan terkait implementasi 

kebijakan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis data kualitatif 

yag diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada menggunakan teknik analisis 

interaktif miles dan huberman yang melibatkan tiga tahapan yaitu : 

a. Reduksi data : memilih data yang relevan dari wawancara, dan 

dokumentasi. 

b. Penyajian data : menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk 

mempermudah pemahaman dalam penyajian data. 

c. Penarikan kesimpulan : membuat kesimpulan dari temuan di lapangan 

berdasarkan kerangka konsep Edward III (1980). 

 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan, Jl. Rotan, Petisah 

Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan sumatera Utara 20111. Dengan rentang 

waktu penelitian dimulai sejak bulan Februari sampai dengan selesai. 
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Gambar 3.8. Peta Lokasi Dinas Kesehatan Kota Medan 

 

Sumber : Google Chrome 2025 

 

3.9 Deskripsi  Lokasi Penelitian 

       Kota Medan dikenal sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara yang 

merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, kebudayaan dan perdagangan. Kota 

ini terletak di pantai Timus Sumatera dengan batas-batas wilayah. Sebeah utara 

berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan, timur dan juga barat berbatasan 

dengan kabupaten Deli Serdang. Luas wilayah kota Medan adalah 265,10 km
2
, 

yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Berdasarkan data terbaru dari 

(BPS) Badan Pusat Statistik kota Medan tahun 2025, jumlah penduduk kota 

Medan mencapai sekitar 2,45 juta jiwa.  

       Dinas kesehatan kota Medan dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya 

yang trategis dalam implementasi kebijakan kesehatan, termaksud pelayanan 

kesehatan tradisional empiris seperti jamu,pijat dan bekam. Dinas ini merupakan 
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perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap 

layanan kesehatan masyarakat. instansi ini juga menjadi pusat koordinasi antara 

pemerintah daerah dengan pelaku layanan kesehatan tradisional dalam 

menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.61 Tahun 2016 

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. 

Gambar 3.9. Kantor Dinas Kesehatan Kota Medan 

 

Sumber: https://images.app.goo.gl/mbBkYE8qMYhChXxH6   

 

3.10 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Medan   

Visi Dinas Kesehatan Kota Medan : 

 “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Sehat Dalam 

Keberkahan, Maju Dan Kondusif” 

Makna utama perwujudan visi dinas kesehatan kota Medan tahun, secara subtantif 

https://images.app.goo.gl/mbBkYE8qMYhChXxH6
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di deskripsikan sebagai berikut : 

Misi Dinas Kesehatan Kota Medan : 

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata dan 

bermutu. 

2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan partisipasi masyarakat 

melalui pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pembangunan 

kesehatan. 

3. Melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan secara 

komprehensif. 

4. Meningkatkan manajemen dan informasi kesehatan yang akuntabel, 

transparan, berdaya guna dan berhasil guna serta modern. 

       Tugas dan Fungsi dari dinas kesehatan kota Medan adalah untuk melakukan 

perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pelaksanaan 

kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 

 

3.11 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan 

       Struktur organisasi merupakan serangkaian hubungan individu dengan 

kelompok yang melibatkan diferensiasi tugas-tugas khusu dan integrasi kerja yang 

terkoordinasikan antar unit. Struktur merupakan sistem yang mengatur dan 

mengkoordinir tugas serta tanggung jawab antar hubungan bagian dalam sebuah 

organisasi guna membantu dalam mencapai tujuan. 
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Gambar 3.11. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan 

 

 

Sumber: https://dinkes.medan.go.id 

  

 

https://dinkes.medan.go.id/
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

       Pada subbab ini berisikan hasil penelitian yang diperoleh dari ketiga kategori 

narasumber, yaitu staf dinas kesehatan kota Medan, Penyehat kesehatan 

tradisional empiris, dan manyarakat pengguna layanan kesehatan tradisional 

empiris. Penyajian hasil penelitian dimulai dengan mendeskripsikan narasumber 

kemudian dilanjutkan mendeskripsikan hasil wawancara. 

4.1.1   Deskripsi Narasumber 

       Untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik narasumber, 

berikut disajikan tabel distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin, usia 

dan pendidikan. Berikut disajikan presentasi untuk masing masing kategori : 

Tabel 4.1.1.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-Laki 1 20% 

2 Perempuan 4 80% 

Jumlah 5 100% 

 

Berdasarkan table distribusi diatas, diketahui bahwa mayoritas 

narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 

4 orang dengan presesntase (80%), sedangkan narasumber laki-laki hanya 1 
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orang (20%). Hal ini menjunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam 

pelayanan maupun penggunaan layanan keseahatan tradisional empiris di 

kota Medan cenderung lebih dominan dibandingkan laki-laki. 

Table 4.1.1.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Presentase 

1 21-30 tahun 3 60% 

2 31-40 tahun 2 40% 

Jumlah 5 100% 

 

Berdasarkan tabel distribusi usia narasumber, diketahui bahwa sebagian 

besar narasumber berada pada rentang usia 21-30 tahun yatiu sebanyak 3 

orang dengan presentase 60%. Sementara itu, narasumber dengan usia 31-40 

tahun berjumlah 2 orang atau 40%. Hal ini menunjukkan kelompok usia 

muda lebih banyak terlibat dalam praktik maupun pemanfaatan pelayanan 

kesehatan tradisional dengan kelompok usia yang lebih tua. 

Tabel 4.1.1.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 S2 1 20% 

2 S1 1 20% 

3 SMA 3 60% 

Jumlah 5 100% 

 

Berdasarkan tabel distribusi tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa 

mayoritas narasumber memiliki tingkat pendidikan terahir SMA sebanyak 3 



33 

 

 

 

orang atau 60%. Sementara itu, masing-masing 1 orang atau 20% lulusan S1 

dan S2. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pelayanan kesehatan 

tradisional empiris tidak terbatas pada latar belakang pendidikan tinggi, 

melainkan juga didominasi oleh individu dengan pendidikan menengah. 

 

4.1.2 Deskrifsi Hasil Wawancara 

       Pada subbab ini menguraikan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

ketiga kategori narasumber. Uraian ini disusun berdasarkan indikator 

implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sember daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi 

a. Komunikasi (transmisi,kejelasan,konsistensi dalam    penyampaian 

informasi) 

       Komunikasi merupakan aspek penting dalam proses implementasi 

kebijakan, karena menentukan sejauh mana pesan kebijakan dapat 

dipahami dan diterapkan oleh para pelaksana maupun sasaran 

kebijakan. Berikut hasil wawancara diuraikan : 

1) Penyampaian Informasi 

       Hasil wawancara dengan Ibu Apt. Dormian Sitanggang, S.Farm., 

M.K.M selaku staf Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional di Dinas 

Kesehatan Kota Medan mengungkapkan bahwa pihak Dinas telah 

melakukan berbagai upaya penyampaian informasi terkait pelayanan 

kesehatan tradisional. Informasi tersebut disampaikan sesuai dengan 
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ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 

melalui kegiatan sosialisasi langsung kepada penyehat tradisional dan 

masyarakat. Selain itu, Dinas juga aktif memperbarui informasi 

melalui kanal resmi seperti media sosial Instagram, yang dinilai 

mampu menjangkau khalayak secara lebih luas dan efisien, khususnya 

generasi muda dan pelaku usaha kesehatan tradisional di wilayah 

perkotaan. Hal ini menjadi salah satu bentuk adaptasi pemerintah 

dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi 

yang lebih efektif dan cepat. 

       Dari sisi pelaku layanan, Bapak Indra Gunawan, S.E selaku 

Kepala Cabang PBR HM. Yamin dan Ibu Laila Gulo menyampaikan 

bahwa mereka memperoleh informasi terkait praktik kesehatan 

tradisional, khususnya bekam dan ruqyah, lebih banyak dari jalur 

internal organisasi. Informasi tersebut berasal dari pusat cabang utama 

di Jakarta serta relasi sesama terapis di Kota Medan. Ini menunjukkan 

bahwa selain informasi yang berasal dari pemerintah, penyehat 

tradisional juga memiliki jaringan komunikasi tersendiri yang bersifat 

vertikal dan horizontal, baik melalui pusat organisasi maupun 

komunitas praktik. 

       Sementara itu, dari perspektif pengguna layanan, Ibu Nurmala 

dan ibu Nilman menyatakan bahwa informasi mengenai layanan 

kesehatan tradisional diperoleh dari berbagai sumber informal seperti 

keluarga, teman, dan media sosial. Kebiasaan menggunakan layanan 
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jamu dan bekam telah diwariskan secara turun-temurun dalam 

keluarga, dan kini dilengkapi dengan informasi dari media digital 

seperti promosi di Instagram dan WhatsApp. Rekomendasi dari mulut 

ke mulut juga masih menjadi sumber informasi yang berpengaruh 

dalam menentukan pilihan penyedia layanan kesehatan tradisional. 

2) Sosialisasi yang dilakuka 

       Ibu Dormian menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan 

telah melaksanakan sosialisasi kepada para penyehat dan masyarakat 

dalam beberapa kesempatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

mengundang penyehat dari berbagai kecamatan dan dilakukan pula 

oleh petugas puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Sosialisasi 

tersebut bertujuan untuk menyampaikan pemahaman terkait aturan 

dan standar layanan kesehatan tradisional sesuai peraturan perundang-

undangan. Namun, pelaksanaan kegiatan ini tetap bergantung pada 

anggaran dan prioritas kegiatan tahunan Dinas, sehingga belum bisa 

dilakukan secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Kota 

Medan. 

       Dari pihak pelaku layanan, Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila 

Gulo mengakui bahwa pemerintah pernah melakukan sosialisasi, 

namun dalam dua tahun terakhir belum ada kegiatan serupa yang 

menyasar cabang mereka. Oleh karena itu, mereka berinisiatif 

melakukan sosialisasi secara mandiri kepada masyarakat, baik melalui 

interaksi langsung maupun melalui media sosial resmi milik klinik. 
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Pendekatan ini mereka nilai lebih fleksibel dan menjangkau audiens 

yang lebih luas, terutama di kalangan anak muda dan pengguna media 

digital. 

       Sedangkan menurut Ibu Nurmala dan ibu Nilman, sebagai 

masyarakat umum, mereka belum pernah mengikuti sosialisasi resmi 

dari pemerintah mengenai layanan kesehatan tradisional. Namun, ia 

mengaku mendapatkan informasi secara tidak langsung melalui 

pelaku kesehatan tradisional seperti tukang bekam atau penjual jamu 

yang sering menjelaskan layanan, manfaat, hingga efek samping yang 

mungkin timbul dari pengobatan yang mereka tawarkan. 

3) Konsistensi pelaksanaan 

Dalam hal konsistensi, Ibu Dormian menyampaikan bahwa 

sosialisasi dari Dinas tidak dilaksanakan setiap tahun secara rutin 

karena bergantung pada ketersediaan anggaran dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA). Proses penganggaran yang panjang 

membuat pelaksanaan sosialisasi harus menyesuaikan jadwal kegiatan 

dan prioritas program. Sosialisasi terakhir tercatat dilaksanakan pada 

tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyampaian 

informasi dari pihak pemerintah masih belum berlangsung secara 

konsisten dari tahun ke tahun. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Indra Gunawan dan Ibu 

Laila Gulo, yang menyatakan bahwa tidak ada jangka waktu pasti atau 

sistematis dari pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi. Informasi 
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lebih banyak mereka dapatkan dari pusat organisasi atau komunitas 

internal. Mereka menilai bahwa pelaksanaan sosialisasi masih bersifat 

terbatas dan belum menjangkau semua unit cabang yang beroperasi di 

bawah naungan organisasi mereka. 

Dari kacamata masyarakat, Ibu Nurmala dan ibu Nilman 

mengungkapkan bahwa mereka belum pernah mengetahui adanya 

agenda rutin sosialisasi dari pemerintah. Informasi lebih sering datang 

dari inisiatif pribadi pelaku pengobatan tradisional, yang kadang 

memberikan penjelasan secara langsung atau hanya sekadar promosi 

biasa tanpa edukasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penyampaian informasi belum berlangsung dengan pola yang 

berkelanjutan dan merata. 

4) Mekanisme Pelaksanaan 

Terkait mekanisme pelaksanaan penyampaian informasi, Ibu 

Dormian menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan melibatkan perwakilan 

penyehat tradisional dari berbagai jenis praktik, baik yang berbasis 

keterampilan seperti pijat dan bekam, maupun ramuan seperti jamu. 

Karena keterbatasan sumber daya, sosialisasi tidak bisa mengundang 

seluruh pelaku secara bersamaan. Dalam kegiatan tersebut, Dinas 

memberikan pemaparan mengenai layanan kesehatan tradisional, 

aspek legalitas, serta regulasi yang berlaku sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan. 
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Pelaku layanan seperti Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo 

menyampaikan bahwa dalam setiap interaksi dengan masyarakat, 

mereka menyampaikan informasi mengenai jenis layanan yang 

disediakan, seperti bekam, ruqyah, dan terapi refleksi. Mereka juga 

menekankan aspek historis dan keagamaan sebagai pendekatan dalam 

menjelaskan manfaat pengobatan, terutama kepada masyarakat 

Muslim. Strategi ini dinilai efektif untuk membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan kesehatan tradisional. 

Menurut Ibu Nurmala dan ibu Nilman, informasi yang diperoleh 

mengenai layanan kesehatan tradisional sebagian besar berasal dari 

interaksi langsung dengan para penyehat. Selain itu, promosi melalui 

media sosial turut menjadi saluran utama dalam menyampaikan jenis 

layanan dan manfaatnya. Mekanisme penyampaian yang bersifat 

langsung dan informal ini dinilai lebih mudah dipahami dan diterima 

masyarakat. 

 

b. Sumber Daya  (peran pelaksana dan fasilitas dalam layanan 

kesehatan) 

       Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh 

tersedianya sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia, 

sarana prasarana, maupun dukungan teknis lainnya. Berikut hasil 

wawancara diuraikan : 

1) Pengawasan dan pelaksanaan pelayanan 
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       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apt. Dormian 

Sitanggang, S.Farm., M.K.M selaku staf Seksi Pelayanan Kesehatan 

Tradisional di Dinas Kesehatan Kota Medan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional telah dilakukan melalui 

kegiatan pembinaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 61 Tahun 2016. Pengawasan ini difokuskan pada penguatan 

pemahaman pelaku kesehatan tradisional mengenai regulasi yang 

berlaku serta arahan agar mereka dapat menyelenggarakan layanan 

sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. 

       Namun, dari sisi pelaku di lapangan, seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Indra Gunawan, S.E dan Ibu Laila Gulo dari PBR HM. 

Yamin, mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah tidak 

mereka rasakan secara langsung di cabang tempat mereka bertugas. 

Pengawasan dan sosialisasi lebih sering dilakukan pada tingkat pusat 

organisasi, dan hasil dari kegiatan tersebut kemudian disampaikan 

kepada unit cabang melalui jalur internal. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses pengawasan masih bersifat tersentralisasi, sehingga 

efektivitasnya di tingkat cabang belum merata. 

       Dari perspektif pengguna layanan, Ibu Nurmala dan ibu Nilman 

menyampaikan bahwa mereka belum pernah melihat adanya 

pengawasan langsung dari pihak berwenang terhadap praktik 

kesehatan tradisional. Penilaian masyarakat terhadap layanan biasanya 

didasarkan pada kepercayaan pribadi dan pengalaman, bukan karena 
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adanya jaminan legalitas atau kontrol dari pemerintah. Jika pelayanan 

dirasa cocok dan memberikan hasil, masyarakat cenderung 

melanjutkan penggunaan jasa tersebut; sebaliknya, jika tidak puas, 

mereka akan mencari praktisi lain. 

2) Pembinaan yang dilakukan 

       Ibu Dormian menyatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan Kota 

Medan telah melakukan pembinaan terhadap para pelaku kesehatan 

tradisional, khususnya dalam hal proses perizinan. Dinas berupaya 

untuk memberikan kemudahan dan pendampingan dalam proses 

pengurusan izin agar pelaku dapat memenuhi standar legalitas sesuai 

ketentuan peraturan yang berlaku. Upaya ini merupakan bagian dari 

strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan legalitas 

pelayanan kesehatan tradisional. 

       Di sisi lain, pelaku layanan seperti Bapak Indra Gunawan dan Ibu 

Laila Gulo menyampaikan bahwa pembinaan yang mereka terima juga 

bersifat tidak langsung. Mekanisme pembinaan dikendalikan oleh 

pihak manajemen pusat, sehingga mereka sebagai pelaku di cabang 

hanya menerima arahan atau informasi yang telah disampaikan dari 

tingkat pusat. Hal ini memperkuat temuan bahwa pembinaan belum 

menjangkau seluruh pelaku secara langsung dan masih berfokus pada 

unit-unit tertentu. 

       Ibu Nurmala ibu Nilman sebagai masyarakat umum juga 

menyampaikan bahwa informasi terkait pembinaan tidak terlalu 
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terdengar di kalangan pengguna. Namun, mereka sempat mengetahui 

bahwa beberapa temannya pernah mengikuti pelatihan sebagai bagian 

dari proses legalisasi praktik. Meskipun demikian, jumlah pelaku yang 

mengikuti pembinaan tersebut dinilai masih sedikit jika dibandingkan 

dengan jumlah penyehat yang menjalankan praktik secara turun-

temurun tanpa izin resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses 

pembinaan belum menjangkau seluruh pelaku secara merata. 

3) Sistem pemantauan berkala 

       Terkait pemantauan berkala, Ibu Dormian menyampaikan bahwa 

Dinas Kesehatan tidak secara langsung melakukan pemantauan 

terhadap produk yang digunakan oleh penyehat tradisional, karena hal 

tersebut berada di luar lingkup tugas seksi pelayanan kesehatan 

tradisional. Namun demikian, pemantauan tetap dilakukan dalam 

bentuk pendampingan selama proses pengurusan izin. Pihak Dinas 

juga menyatakan kesiapan untuk membantu jika terdapat kendala 

administrasi yang dihadapi oleh pelaku kesehatan tradisional. 

       Menurut keterangan dari pihak PBR HM. Yamin, mereka 

meyakini bahwa pemantauan pasti dilakukan oleh pemerintah, namun 

mereka tidak mengetahui secara rinci karena pelaporan dan evaluasi 

dilakukan di tingkat pusat. Informasi dari hasil pemantauan biasanya 

disampaikan kepada mereka melalui manajemen pusat. Ini 

menunjukkan bahwa alur informasi terkait pemantauan masih belum 

bersifat langsung dan cenderung tidak transparan di tingkat pelaksana. 
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       Ibu Nurmala dan ibu Nilman juga menyatakan belum pernah 

menyaksikan secara langsung adanya pemantauan rutin dari 

pemerintah terhadap layanan yang mereka gunakan. Dalam 

praktiknya, masyarakat lebih mempercayai intuisi dan pengalaman 

pribadi saat memilih layanan kesehatan tradisional. Jika praktik 

tersebut dianggap efektif, masyarakat akan terus menggunakannya 

tanpa mempertimbangkan aspek legalitas atau pengawasan 

pemerintah. 

4) Ketersediaan tenaga penyehat 

       Ibu Dormian menjelaskan bahwa secara umum ketersediaan 

tenaga penyehat di Kota Medan sudah mencukupi. Jenis layanan 

tradisional seperti pijat dan refleksi cukup banyak tersedia di berbagai 

wilayah, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang cukup luas untuk 

mengakses layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

kuantitatif, keberadaan tenaga penyehat cukup menjawab kebutuhan 

masyarakat, meskipun dari sisi kualitas dan legalitas masih menjadi 

pekerjaan rumah tersendiri. 

       Pelaku layanan seperti Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo 

menyatakan bahwa ketersediaan tenaga penyehat secara umum sudah 

memadai. Namun, mereka mengusulkan agar titik-titik layanan 

kesehatan tradisional, khususnya bekam ruqyah diperbanyak di 

daerah-daerah yang belum terjangkau. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota juga dapat merasakan 
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manfaat terapi tersebut tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Dari 

sudut pandang pengguna, Ibu Nurmala dan ibu Nilman mengakui 

bahwa jumlah tenaga penyehat sudah cukup banyak dan tersebar. 

Namun, ia menyadari bahwa belum semua pelaku layanan memiliki 

izin resmi. Sebagian besar masyarakat tetap menggunakan layanan 

tradisional berdasarkan kebiasaan dan warisan keluarga. Menurutnya, 

jika lebih banyak pelaku memiliki izin resmi, kepercayaan masyarakat 

akan semakin meningkat karena merasa aman menggunakan layanan 

yang telah diakui secara hukum. 

 

c. Disposisi (sikap dan komitmen para pelaksana) 

       Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kesediaan para 

pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan dan menjalankan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara diuraikan : 

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Apt. Dormian Sitanggang, 

S.Farm., M.K.M selaku staf Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional di 

Dinas Kesehatan Kota Medan, diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab dalam mengawasi layanan kesehatan tradisional 

sudah dijalankan sesuai ketentuan. Pihak Dinas berperan aktif dalam 

memberikan arahan kepada penyehat tradisional agar menjalankan 

praktik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 

2016. Dinas juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi 
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administratif jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen institusi dalam 

menjaga kualitas dan legalitas layanan kesehatan tradisional. 

Sementara itu, menurut Bapak Indra Gunawan, S.E dan Ibu Laila 

Gulo dari PBR HM. Yamin, pengawasan yang dilakukan pemerintah 

dinilai cukup baik dan bertanggung jawab, meskipun pelaksanaan 

pengawasan lebih banyak dilakukan pada tingkat pusat. Mereka juga 

menyatakan bahwa pihaknya rutin melaporkan aktivitas praktik 

kepada petugas yang berwenang, sebagai bagian dari bentuk tanggung 

jawab mereka sebagai pelaku layanan. Di sisi lain, masyarakat seperti 

Ibu Nurmala dan ibu Nilman mengungkapkan bahwa mereka belum 

pernah melihat secara langsung bentuk pengawasan pemerintah, 

terutama terhadap praktik-praktik yang dilakukan di rumah-rumah 

atau secara mandiri. Mereka menilai bahwa pengawasan lebih tampak 

pada tempat layanan resmi, sedangkan di luar itu, masyarakat 

biasanya hanya mengandalkan kepercayaan terhadap penyehat yang 

telah mereka kenal atau direkomendasikan oleh orang terdekat. 

2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di Kota Medan 

dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini 

disampaikan oleh Ibu Dormian yang menyebutkan bahwa para 

penyehat secara umum menyambut baik aturan yang telah ditetapkan 

dan bersedia mengikuti prosedur yang ditentukan. Kesesuaian ini 
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menjadi indikasi bahwa penyehat tradisional mulai memahami 

pentingnya regulasi dalam menunjang keberlangsungan praktik 

mereka. 

Senada dengan itu, Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo 

menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan di tempat mereka telah 

memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek legalitas izin 

praktik maupun prosedur sterilisasi. Mereka mengikuti pedoman dari 

Dinas Kesehatan serta standar yang ditetapkan oleh Pusat Bekam 

Indonesia (PBI), termasuk dalam hal pemeriksaan rutin terhadap 

pelaku praktik. Sementara itu, dari perspektif masyarakat, Ibu 

Nurmala dan ibu Nilman menyampaikan bahwa mereka belum terlalu 

memahami detail mengenai aturan pemerintah terkait praktik 

kesehatan tradisional. Namun, berdasarkan pengalamannya sebagai 

pengguna layanan, mereka menilai bahwa sebagian besar pelaku telah 

menjalankan praktik dengan baik. Meski begitu, ia juga menyadari 

bahwa masih terdapat beberapa penyehat yang belum memiliki izin 

resmi, namun tetap dipercaya oleh masyarakat karena pelayanan yang 

dirasakan efektif. 

3) Proses dalam Perolehan Izin 

Terkait proses perolehan izin, Ibu Dormian menjelaskan bahwa 

Dinas Kesehatan Kota Medan secara aktif memberikan arahan dan 

pendampingan kepada penyehat yang belum mengurus legalitas. Salah 

satu kendala yang dihadapi adalah mobilitas tinggi dari para penyehat, 
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yang sering berpindah tempat praktik dan tidak menetap dalam jangka 

waktu tertentu. Hal ini menyulitkan proses penerbitan izin yang 

memiliki masa berlaku dua tahun dan mengharuskan informasi lokasi 

praktik yang tetap. Meski demikian, Dinas terus mendorong pelaku 

kesehatan tradisional untuk mendaftarkan diri dan memfasilitasi 

proses perizinan dengan harapan semakin banyak praktik yang legal 

dan terlindungi secara hukum. 

Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo menambahkan bahwa 

langkah-langkah dari pemerintah dalam mendukung proses perizinan 

sudah cukup jelas. Mulai dari penyuluhan, penyampaian informasi, 

hingga penyelesaian kendala yang dihadapi penyehat, dinilai sangat 

membantu. Mereka juga menyebut bahwa kegiatan seminar, pelatihan, 

dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan telah 

memberikan dorongan positif bagi para penyehat untuk mengurus izin 

secara resmi. Dari sisi masyarakat, Ibu Nurmala dan ibu Nilman 

menyarankan agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan 

langsung dan pendampingan yang lebih intensif kepada para penyehat, 

terutama dalam hal pengurusan izin. mereka juga mengusulkan 

adanya program pelatihan dan pengurusan izin secara gratis agar 

pelaku kesehatan tradisional tidak merasa terbebani dan lebih 

terdorong untuk memenuhi aspek legalitas. 

4) Antusiasme Penyehat dalam Pengurusan Izin 
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Menurut Ibu Dormian, antusiasme penyehat dalam pengurusan 

izin mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun 

pada awal penerapan Permenkes No. 61 Tahun 2016 belum banyak 

penyehat yang tergerak untuk mendaftarkan diri, kini semakin banyak 

yang menunjukkan keinginan untuk memperoleh legalitas praktik. Hal 

ini didorong oleh upaya Dinas Kesehatan yang terus mempermudah 

prosedur perizinan serta memberikan bimbingan secara langsung 

melalui petugas puskesmas. Legalitas tersebut tidak hanya 

memperkuat posisi penyehat secara hukum, tetapi juga memberikan 

pengakuan resmi atas profesi yang mereka jalankan. 

Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo juga menilai bahwa 

kemudahan prosedur perizinan telah mendorong antusiasme penyehat 

untuk mengurus legalitas. Bagi penyehat yang telah lulus uji 

kompetensi, proses pengurusan izin menjadi lebih lancar. Selain itu, 

mereka melihat bahwa legalitas praktik juga membuka peluang 

ekonomi baru karena penyehat yang memiliki izin bisa mendirikan 

tempat praktik sendiri dan merekrut tenaga kerja lainnya. Dari sudut 

pandang masyarakat, Ibu Nurmala dan ibu Nilman menyatakan bahwa 

meskipun antusiasme sudah mulai terlihat, masih banyak pelaku 

praktik tradisional yang belum memiliki izin. Hal ini dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor seperti keterbatasan informasi, biaya, dan 

minimnya pendampingan. Namun ia berharap semakin banyak 
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penyehat yang memiliki izin agar masyarakat merasa lebih aman dan 

yakin dalam menggunakan layanan kesehatan tradisional. 

 

d. Struktur Birokrasi (prosedur dan koordinasi antar instansi) 

Struktur birokrasi yang mendasari pelaksanaan kebijakan turut 

memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan. Aspek ini 

mencakup kejelasan alur koordinasi, prosedur pelaksanaan. Berikut 

hasil wawancara diuraikan : 

1) Tahapan dalam pengurusan izin 

Berdasarkan keterangan dari Ibu Apt. Dormian Sitanggang, 

S.Farm., M.K.M selaku staf Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional di 

Dinas Kesehatan Kota Medan, tahapan pengurusan izin bagi penyehat 

tradisional telah diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat dan 

pelaku melalui media sosial resmi Dinas Kesehatan. Pihak Dinas juga 

membuka layanan konsultasi langsung bagi para penyehat yang 

mengalami kendala atau belum memahami proses pengurusan izin 

secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan bahwa 

seluruh tahapan dapat dijalankan dengan mudah dan sesuai prosedur. 

Namun, informasi yang berbeda disampaikan oleh Bapak Indra 

Gunawan, S.E dan Ibu Laila Gulo selaku penyehat di cabang PBR 

HM. Yamin. Mereka menyatakan bahwa tahapan pengurusan izin 

bukan merupakan kewenangan atau tugas dari cabang, melainkan 

ditangani langsung oleh kantor pusat. Oleh karena itu, mereka tidak 
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terlibat langsung dalam proses administrasi dan hanya menerima hasil 

akhir dari proses tersebut berupa legalitas praktik yang telah diurus 

oleh pusat. Dari sudut pandang pengguna layanan, Ibu Nurmala dan 

ibu Nilman menyebutkan bahwa mereka hanya mengetahui secara 

umum bahwa seorang penyehat harus terlebih dahulu mendaftar ke 

Dinas Kesehatan dan mengikuti proses pelatihan atau pengujian 

tertentu. Namun, detail tahapan dan teknis pengurusannya tidak 

diketahui secara jelas oleh masyarakat. 

2) Prosedur dalam Pengurusan Izin 

Prosedur dalam pengurusan izin penyehat tradisional dinilai 

cukup mudah dan tidak memberatkan. Hal ini disampaikan oleh Ibu 

Dormian yang menjelaskan bahwa syarat administrasi yang harus 

dipenuhi meliputi fotokopi KTP, surat rekomendasi dari organisasi 

profesi, serta surat keterangan dari lurah dan puskesmas. Proses 

pengurusan izin juga bersifat gratis, sebagai bentuk fasilitasi 

pemerintah untuk mendorong legalitas praktik kesehatan tradisional. 

Kendala utama yang sering muncul justru berasal dari surat 

rekomendasi organisasi, karena adanya sistem iuran atau komitmen 

internal yang terkadang membuat penyehat enggan mengurus 

dokumen tersebut. Meski demikian, pihak Dinas berupaya 

memfasilitasi dan memberikan solusi untuk setiap hambatan yang 

dihadapi pelaku. 
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Pihak PBR HM. Yamin melalui Bapak Indra Gunawan dan Ibu 

Laila Gulo menyatakan bahwa pengurusan izin pribadi tidak 

sepenuhnya ditangani oleh cabang, melainkan dilakukan oleh pusat. 

Mereka hanya mengikuti prosedur internal berupa pelatihan, uji 

kompetensi, dan pemberian sertifikat dari lembaga yang menaungi, 

seperti Pusat Bekam Indonesia (PBI). Setelah lulus uji, barulah 

mereka diizinkan melayani pasien. Menurut Ibu Nurmala dan ibu 

Nilman, masih terdapat penyehat yang belum memiliki izin, yang 

kemungkinan disebabkan oleh kendala prosedural. mereka 

menyarankan agar pemerintah lebih aktif dalam mendampingi proses 

perizinan agar semua pelaku dapat terdorong untuk mengurus 

legalitas. 

3) SOP dalam Mendukung Pelaksanaan Pelayanan 

Dalam pelaksanaan pelayanan, Dinas Kesehatan Kota Medan 

telah memiliki instrumen pengawasan yang digunakan sebagai acuan 

standar operasional prosedur (SOP). Ibu Dormian menyampaikan 

bahwa Dinas menggunakan daftar tilik (checklist) sebagai alat bantu 

dalam memantau pelaksanaan praktik penyehat tradisional. SOP ini 

menjadi panduan utama bagi petugas ketika melakukan evaluasi 

berkala dan memastikan bahwa pelaku menjalankan layanan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dari sisi pelaku, Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo 

menyampaikan bahwa SOP yang digunakan di tempat mereka berasal 
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dari dua sumber, yakni SOP dari Dinas Kesehatan dan ketentuan 

sterilisasi peralatan dari lembaga PBI. SOP tersebut menjadi pedoman 

utama dalam menjalankan praktik, khususnya dalam hal keamanan 

dan kenyamanan pasien. Ibu Nurmala dan ibu Nilman sebagai 

masyarakat pengguna menyatakan bahwa mereka belum mengetahui 

secara jelas apakah terdapat SOP khusus dalam pengurusan izin atau 

pelaksanaan layanan. Ia lebih mengandalkan pengalaman dan 

testimoni pribadi terhadap layanan yang diterimanya. 

4) Koordinasi Antar Pelaksana dan Penyehat dalam Pelayanan 

Kesehatan 

Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan para penyehat dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Ibu Dormian menyampaikan 

bahwa Dinas secara berkala memanggil perwakilan penyehat ke 

kantor untuk berdiskusi, menyampaikan informasi, atau menanggapi 

kritik dan saran. Dinas juga menyediakan kotak saran sebagai wadah 

bagi penyehat dan masyarakat untuk menyampaikan masukan. Setiap 

aduan atau kendala yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti oleh 

pihak Dinas guna menjaga kelancaran layanan. 

Menurut Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo, koordinasi 

antar pelaksana dan penyehat berjalan dengan baik meskipun bersifat 

hierarkis. Informasi dan kebijakan biasanya disampaikan terlebih 

dahulu kepada pusat, lalu diteruskan kepada cabang-cabang seperti 

tempat mereka bertugas. Model koordinasi ini dianggap cukup efektif, 
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meskipun mereka menyadari adanya keterbatasan dalam komunikasi 

langsung antara cabang dan Dinas Kesehatan. Sementara itu, Ibu 

Nurmala dan ibu Nilman menyatakan bahwa mereka belum pernah 

melihat atau mengetahui secara langsung bentuk koordinasi antar 

instansi. Mereka beranggapan bahwa koordinasi semacam itu 

mungkin terjadi di tingkat internal pemerintah atau antara lembaga 

terkait, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. 

 

 

4.2 Pembahasan 

       Pada bagian ini berisi analisi dan interprestasi terhadap penelitian yang telah 

diuraikan pada subbab sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada 

teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi komuniasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan pendekatan ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengimplementasian peraturan menteri kesehatan RI no.61 

tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan tradisional empiris, serta 

mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap 

legalitas dan kualitas pelaku pelayanan kesehatan tradisional empiris di kota 

Medan. 

 

4.2.1 Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan 

       Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan faktor utama 

yang  merujuk pada penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada 
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pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi merupakan kesinambungan 

antar di dalam dan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja. 

Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan  keberhasilan 

implementasi sebuah kebijakan, karena melalui komunikasi kebijakan dapat 

disampaikan secara jelas, konsisten, dan diterima dengan baik oleh para 

pelaksana maupun sasaran kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dari Dinas Kesehatan 

Kota Medan, pelaku layanan kesehatan tradisional, dan pengguna layanan, 

menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan 

kesehatan tradisional di Kota Medan sudah berjalan, namun belum 

sepenuhnya optimal. 

       Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan telah melakukan upaya 

penyampaian informasi terkait pelayanan kesehatan tradisional, sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016. 

Penyampaian informasi ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu 

sosialisasi langsung kepada penyehat tradisional maupun masyarakat, serta 

melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram. Penggunaan media 

sosial dipandang sebagai langkah strategis, mengingat media ini mampu 

menjangkau khalayak yang lebih luas, khususnya kalangan muda dan pelaku 

usaha kesehatan tradisional di wilayah perkotaan. Selain sebagai sarana 

informasi, media sosial juga dianggap mampu menjadi alat komunikasi dua 

arah yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat.  

       Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan informasi melalui 
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berbagai media, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku layanan 

kesehatan tradisional seperti Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo lebih 

banyak memperoleh informasi melalui jaringan internal organisasi dan 

komunikasi antarterapis di Medan maupun pusat cabang utama di Jakarta. Hal 

ini menunjukkan bahwa selain pemerintah, para pelaku layanan memiliki 

jaringan komunikasi yang mandiri dan cukup aktif, baik dalam bentuk 

vertikal (dari pusat ke cabang) maupun horizontal (antar pelaku dalam 

komunitas), sehingga proses penyebaran informasi tidak hanya bergantung 

pada satu sumber resmi. 

       Sementara itu, pada sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, informasi 

mengenai praktik kesehatan tradisional seperti jamu, bekam, dan ruqyah lebih 

banyak diperoleh dari sumber informal. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Nurmala dan Ibu Nilman, pengetahuan mereka tentang layanan kesehatan 

tradisional berasal dari kebiasaan keluarga, rekomendasi teman, serta 

informasi yang disebarluaskan melalui media sosial, terutama dari promosi 

yang dilakukan oleh pelaku layanan itu sendiri. Pola ini menunjukkan bahwa 

arus informasi mengenai layanan kesehatan tradisional di masyarakat 

cenderung bersifat informal dan diwariskan secara turun-temurun, serta lebih 

bergantung pada hubungan personal dan jejaring sosial. Dalam hal 

pelaksanaan sosialisasi, Dinas Kesehatan Kota Medan mengaku telah 

melaksanakan kegiatan sosialisasi di beberapa kesempatan, dengan 

melibatkan penyehat tradisional dari berbagai kecamatan, serta menggandeng 

petugas puskesmas untuk menyampaikan informasi di wilayah kerja masing-
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masing. 

       Keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan sosialisasi tidak dapat 

dilakukan secara rutin setiap tahun dan belum mampu menjangkau seluruh 

wilayah secara merata. Hal ini mengindikasikan bahwa proses komunikasi 

kebijakan masih belum berjalan secara berkelanjutan, sehingga informasi 

yang diterima oleh pelaku dan masyarakat sering kali tidak seragam. 

Ketidakkonsistenan ini turut dirasakan oleh pelaku layanan, di mana dalam 

dua tahun terakhir mereka tidak lagi menerima sosialisasi resmi dari 

pemerintah yang ditujukan kepada cabang tempat mereka berpraktik. Kondisi 

ini mendorong mereka untuk melakukan sosialisasi mandiri melalui berbagai 

cara, baik melalui interaksi langsung dengan masyarakat maupun 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi layanan. Strategi ini 

dianggap lebih fleksibel oleh pelaku layanan karena mampu menyesuaikan 

dengan kebutuhan pasar serta menjangkau audiens lebih luas, meskipun 

belum tentu sejalan dengan standar informasi yang ditetapkan pemerintah.  

Dari sudut pandang masyarakat, informasi yang diterima pun lebih 

banyak berasal dari pengalaman langsung atau penjelasan dari pelaku 

layanan. Seperti disampaikan oleh Ibu Nurmala dan Ibu Nilman, mereka 

belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi dari pemerintah terkait layanan 

kesehatan tradisional, melainkan hanya mendengar informasi dari para 

penyehat yang mereka datangi, serta dari media sosial dan percakapan sehari-

hari dengan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, mekanisme 

penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga masih 
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terbatas pada kegiatan sosialisasi yang bersifat formal, dengan melibatkan 

perwakilan penyehat dari berbagai jenis praktik kesehatan tradisional, seperti 

bekam, pijat, dan jamu. Sementara di lapangan, pelaku layanan seperti Indra 

Gunawan dan Laila Gulo, lebih mengandalkan pendekatan personal dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk dengan menekankan 

nilai-nilai historis dan keagamaan sebagai bagian dari strategi komunikasi 

yang lebih kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kota 

Medan, terutama yang mayoritas beragama Islam. 

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam 

implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tradisional di Kota Medan telah 

terlaksana, namun belum sepenuhnya efektif dan merata. Upaya pemerintah 

dalam menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan media digital sudah 

berjalan, namun terkendala oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya 

manusia yang menyebabkan pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara 

rutin. Di sisi lain, pelaku layanan dan masyarakat lebih banyak bergantung 

pada jalur komunikasi informal, baik dari jaringan organisasi, relasi sosial, 

maupun media sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan 

konsistensi, pemerataan, dan penguatan strategi komunikasi yang lebih 

terstruktur agar kebijakan pelayanan kesehatan tradisional dapat dipahami 

dan diterapkan secara optimal di tengah masyarakat. 
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4.2.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan 

       Ketersediaan dan kesiapan sumber daya menjadi unsur yang tidak dapat 

diabaikan. Sumber daya yang mencakup aspek manusia, sarana, prasarana, 

serta pendukung teknis lainnya sangat menentukan efektivitas pelaksanaan di 

lapangan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana kondisi 

sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan 

pelayanan kesehatan tradisional empiris di Kota Medan. Edward 

menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

faktor ke dua yaitu ketersediaan  sumber daya baik dari segi sumber daya 

manusia, sumber daya finansial, maupun fasilitas pendukung. Sumber daya 

yang memadai memungkinkan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien. 

Sumber daya merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan pelayanan kesehatan tradisional, karena ketersediaan sumber daya 

manusia, fasilitas layanan, dan sistem pengawasan yang memadai akan 

menentukan seberapa optimal kebijakan tersebut diterapkan di lapangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku kesehatan 

tradisional memang telah diupayakan sesuai regulasi yang berlaku, khususnya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016. Namun, dalam 

praktiknya, pengawasan ini lebih terfokus pada tingkat pusat organisasi, 

sedangkan di tingkat cabang atau individu pelaksana, kehadiran pengawasan 

secara langsung masih belum merata. Hal ini juga diperkuat oleh temuan dari 

pelaku layanan seperti Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo, yang 
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menyebutkan bahwa arahan dan pembinaan lebih banyak mereka terima 

secara tidak langsung melalui manajemen pusat, bukan dari Dinas Kesehatan 

secara langsung di unit pelayanan. 

Sementara dari sisi masyarakat, informan seperti Ibu Nurmala dan Ibu 

Nilman menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap layanan kesehatan 

tradisional lebih banyak dibangun melalui pengalaman pribadi, bukan melalui 

jaminan pengawasan atau legalitas dari pemerintah. Hal ini menggambarkan 

bahwa meskipun jumlah layanan dan tenaga kesehatan tradisional dinilai 

sudah cukup, namun kepastian mutu dan keamanannya masih dipertanyakan, 

terutama dalam hal pengawasan dan legalitas. 

Ketersediaan tenaga penyehat secara umum memang dinyatakan cukup, 

sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Medan 

maupun para pelaku layanan dan masyarakat. Namun, jika merujuk pada data 

resmi dari Dinas Kesehatan Kota Medan (2021–2023) yang tercantum dalam 

Tabel 4.2.2, terlihat adanya perbedaan antara jumlah layanan yang terdata 

secara administratif dengan kenyataan di lapangan. Meskipun data 

menunjukkan jumlah layanan yang cukup banyak, termasuk praktik 

pengobatan tradisional, panti sehat, dan tenaga keterapian fisik di fasilitas 

kesehatan, tetapi hasil wawancara membuktikan bahwa masih banyak pelaku 

yang belum memiliki izin resmi. 
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       Adapun data pelayanan kesehatan tradisional pada laman website resmi 

dinkes kota Medan sebagai berikut : 

Table 4.2.2 Data Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Tahun  Jenis Pelayanan Jumlah  Kepemilikan  

2021 Praktik pengobatan tradisional 240 Pribadi 

Usaha mikro obat tradisona 

(UKOT/UMOT) 

4 Pribadi 

Tenaga keterapian fisik di puskesmas 3 - 

Tenaga keterapian fisik di rumah sakit 177 - 

Rasio keterapian fisik per 100.000 

penduduk 

7 Kota Medan 

2022 

 

Panti sehat 69 Pribadi 

Usaha mikro obat tradisional 

(UKOT/UMOT) 

6 Pribadi 

Tenaga keterapian fisik di puskesmas 4 - 

Tenaga keterapian fisik di rumah sakit  196 - 

 Rasio keterapian fisik per 100.000 

penduduk 

8 Kota Medan 

 

 

2023 

 

Panti sehat  69 Pribadi 

Usaha mikro obat tradisional 

(UKOT/UMOT) 

6 Pribadi 

Tenaga keterapian fisik di puskesmas 4 - 

Tenaga keterapian fisik di rumah sakit 211 - 

Rasio keterapian fisik per 100.000 

penduduk 

9 Kota Medan 

Sumber: https://dinkes.medan.go.id  

 

Data tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, Dinas Kesehatan 

telah mencatat keberadaan layanan kesehatan tradisional di Kota Medan 

dalam jumlah yang signifikan. Namun demikian, wawancara dengan pelaku 

dan masyarakat justru mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku praktik 

kesehatan tradisional tidak terdaftar secara resmi dan banyak yang belum 

memiliki izin, sehingga memunculkan kesenjangan antara data administrasi 

dengan kondisi di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun sumber 

daya manusia dan layanan tersedia dalam jumlah yang cukup, legalitas dan 

pengawasan formal terhadap pelaku masih menjadi persoalan penting yang 

https://dinkes.medan.go.id/
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perlu diperkuat. Kesenjangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam 

mewujudkan sistem layanan kesehatan tradisional yang aman, terpantau, dan 

sesuai dengan regulasi, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 

baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. 

 

4.2.3 Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan 

       Dalam proses implementasi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana 

memegang peran sentral dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat 

diterjemahkan dari bentuk aturan ke dalam praktik yang efektif di lapangan. 

Disposisi mencakup kesediaan, komitmen, dan pemahaman pelaksana 

terhadap isi kebijakan, yang dalam konteks ini berkaitan dengan regulasi 

layanan kesehatan tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 61 

Tahun 2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, para pelaksana di 

Dinas Kesehatan Kota Medan telah menunjukkan sikap yang positif dan 

komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan 

terhadap layanan kesehatan tradisional. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu 

Dormian Sitanggang yang menegaskan bahwa Dinas Kesehatan berupaya 

mendorong pelaku layanan agar mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk 

memberikan bimbingan dan sanksi administratif jika diperlukan. Hal ini 

menunjukkan adanya kesadaran institusional dalam menjaga mutu dan 

legalitas layanan, meskipun tantangan di lapangan tetap ada, seperti mobilitas 

tinggi para penyehat dan belum meratanya distribusi informasi mengenai 
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perizinan. 

Di sisi pelaku layanan kesehatan tradisional, disposisi terhadap 

implementasi kebijakan juga menunjukkan kecenderungan yang positif, 

sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Indra Gunawan dan Ibu Laila Gulo. 

Mereka menyatakan bahwa prosedur pelayanan di tempat mereka telah 

mengikuti standar, termasuk dalam hal administrasi perizinan dan kebersihan 

alat-alat praktik. Sikap patuh ini mengindikasikan adanya penerimaan 

terhadap aturan pemerintah, meskipun pelaksanaan pengawasan yang lebih 

dominan di tingkat pusat kadang membuat hubungan antara pelaku dan 

pengawas menjadi kurang langsung. Dari perspektif masyarakat, seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Nurmala dan Ibu Nilman, disposisi para pelaku di 

lapangan masih bersifat beragam. Masyarakat cenderung menilai layanan 

kesehatan tradisional dari pengalaman pribadi dan efek yang dirasakan, 

ketimbang dari aspek legalitas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sikap 

pelaku layanan di mata masyarakat sangat bergantung pada relasi 

kepercayaan, bukan hanya pada status resmi atau kepatuhan pada kebijakan. 

Selain itu, disposisi dalam hal perolehan izin juga menunjukkan 

kemajuan positif, di mana Dinas Kesehatan aktif memfasilitasi proses 

legalisasi. Para pelaku yang telah memiliki izin, sebagaimana disampaikan 

oleh narasumber, merasa diuntungkan karena status legalitas memberikan 

rasa aman bagi pengguna jasa, sekaligus meningkatkan kredibilitas mereka di 

mata masyarakat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa antusiasme penyehat 

dalam pengurusan izin, meskipun mengalami peningkatan, masih menghadapi 
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berbagai kendala di lapangan seperti keterbatasan informasi, mobilitas tinggi, 

dan kurangnya pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

internalisasi kebijakan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat belum 

sepenuhnya merata. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan 

pemahaman bahwa disposisi pelaksana merupakan elemen penting dalam 

implementasi kebijakan, dan sikap positif para pelaksana, baik dari 

pemerintah maupun pelaku layanan, menjadi modal penting dalam 

mendorong terciptanya layanan kesehatan tradisional yang legal, aman, dan 

terpercaya di Kota Medan. 

 

4.2.4 Struktur birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan 

       Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen penting dalam 

menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam 

pengawasan dan pengembangan layanan kesehatan tradisional di Kota 

Medan. Dalam perspektif implementasi kebijakan menurut George C. 

Edwards III, struktur birokrasi harus mampu menyediakan jalur komunikasi 

yang jelas, pembagian tugas yang sistematis, dan prosedur operasional yang 

memudahkan koordinasi antar pelaksana kebijakan, agar kebijakan dapat 

diterapkan dengan efektif di lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan struktur birokrasi dalam pengawasan layanan kesehatan 

tradisional di Kota Medan masih menghadapi sejumlah dinamika yang 

kompleks.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan, penyehat, 
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dan masyarakat, terungkap bahwa prosedur pengurusan izin telah disusun 

secara administratif melalui sistem yang terbuka dan mudah diakses. 

Informasi mengenai tahapan pengurusan izin disebarluaskan melalui media 

sosial resmi Dinas Kesehatan dan jalur komunikasi langsung di kantor Dinas. 

Hal ini mencerminkan upaya birokrasi dalam mendorong transparansi dan 

aksesibilitas layanan perizinan, sesuai prinsip good governance. Namun, pada 

tataran implementasi di lapangan, proses ini tidak sepenuhnya berjalan 

optimal. Penyehat yang berafiliasi dengan lembaga seperti PBR HM. Yamin 

lebih bergantung pada mekanisme internal yang bersifat sentralistik, di mana 

pengurusan izin ditangani oleh kantor pusat, bukan oleh individu di cabang. 

Situasi ini mengindikasikan adanya celah dalam komunikasi horizontal antara 

pemerintah daerah sebagai regulator dan pelaku usaha kesehatan tradisional 

yang berskala institusi.  

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun 

prosedur administrasi perizinan telah dirancang untuk mempermudah pelaku, 

kendala teknis tetap muncul di tingkat pelaksana. Hal ini terutama berkaitan 

dengan persyaratan rekomendasi dari organisasi profesi, yang menjadi bagian 

dari tahapan administratif namun sering kali menimbulkan hambatan bagi 

para penyehat tradisional yang belum tergabung dalam organisasi resmi. 

Temuan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara ketentuan 

struktural yang bersifat formal dan kondisi faktual di lapangan yang bersifat 

informal, di mana sebagian besar penyehat tradisional lebih beroperasi 

berdasarkan pengalaman ketimbang keanggotaan profesional. Sementara itu, 
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dari segi pengawasan mutu layanan, Dinas Kesehatan telah menerapkan 

standar operasional prosedur (SOP) dalam bentuk daftar tilik (checklist) 

untuk memantau kesesuaian praktik penyehat dengan ketentuan yang berlaku.  

Di sisi lain, pelaku usaha seperti PBR HM. Yamin juga menggunakan 

SOP internal yang berasal dari lembaga profesi, seperti Pusat Bekam 

Indonesia (PBI). Keberadaan SOP di kedua tingkat, pemerintah dan pelaku 

,memperlihatkan adanya niat untuk mendorong keseragaman pelayanan. 

Namun, kurangnya keterbukaan informasi mengenai SOP ini kepada 

masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh informan pengguna layanan, 

menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum sepenuhnya efektif dalam 

menjamin hak masyarakat atas informasi mengenai kualitas dan legalitas 

layanan yang mereka gunakan.  

Dalam hal koordinasi antar instansi, hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang bersifat formal namun belum sepenuhnya interaktif. Dinas 

Kesehatan Kota Medan telah berupaya menjalin komunikasi dengan para 

penyehat melalui forum diskusi, penyuluhan, dan wadah pengaduan. Namun, 

dari sisi pelaku usaha, proses koordinasi lebih banyak berjalan secara 

hierarkis melalui jalur institusi, sedangkan hubungan langsung dengan 

pemerintah daerah terbatas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa struktur 

birokrasi cenderung bersifat top-down, di mana penyaluran informasi lebih 

dominan dibanding dialog timbal balik yang konstruktif. Dari perspektif 

masyarakat, ketidaktahuan mengenai alur koordinasi dan pengawasan 

mengindikasikan adanya jarak antara sistem birokrasi dengan publik sebagai 
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pengguna layanan.  

Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa efektivitas implementasi 

kebijakan tidak hanya bergantung pada kesiapan struktur birokrasi dalam 

mengatur prosedur internal, tetapi juga pada kemampuannya membangun 

keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan. Secara 

keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan 

layanan kesehatan tradisional di Kota Medan telah dibentuk dengan 

mekanisme yang cukup sistematis, baik dari sisi perizinan, pengawasan, 

maupun koordinasi. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan pada aspek komunikasi 

lintas aktor, keterbukaan informasi, dan penyelarasan antara formalitas 

birokrasi dengan realitas sosial para pelaku di tingkat akar rumput. Oleh 

karena itu, penguatan koordinasi multi-aktor, pendampingan intensif, dan 

simplifikasi persyaratan administratif menjadi langkah penting dalam 

memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap 

perkembangan praktik kesehatan tradisional di masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengawasan 

layanan kesehatan tradisional di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

ini telah diimplementasikan dengan langkah-langkah yang mencakup dimensi 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun dalam 

prosesnya masih terdapat berbagai kendala yang memerlukan perhatian. 

Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan 

memperlihatkan upaya yang cukup aktif dalam menyosialisasikan kebijakan 

kepada pelaku layanan kesehatan tradisional melalui penyuluhan, pendampingan, 

hingga pembinaan langsung, namun penyebaran informasi kepada masyarakat 

umum masih terbilang terbatas sehingga belum seluruhnya merata.  

       Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi 

keterbatasan baik dari jumlah maupun kualitas tenaga pengawas di lapangan. 

Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan yang 

seharusnya berjalan secara rutin dan menyeluruh, terutama dalam menjangkau 

penyehat tradisional yang berpraktik secara mandiri atau di luar tempat layanan 

resmi. Meski demikian, pihak pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen 

dan disposisi yang positif, baik dalam menjalankan tugas pengawasan maupun 

dalam mendorong penyehat untuk memenuhi aspek legalitas, yang tercermin dari 
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meningkatnya kesadaran dan antusiasme pelaku dalam mengurus izin praktik 

seiring dengan adanya pendampingan dari pemerintah.  

       Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengawasan ini telah 

dilengkapi dengan prosedur perizinan dan mekanisme pengawasan melalui 

standar operasional prosedur (SOP) yang cukup jelas, baik dari sisi administratif 

maupun teknis layanan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan dalam 

koordinasi antar-instansi pelaksana, di mana komunikasi yang terjalin antara 

Dinas Kesehatan, organisasi profesi, penyehat tradisional, dan masyarakat belum 

berjalan secara optimal dan masih bersifat formal serta hierarkis. Secara 

keseluruhan, implementasi kebijakan pengawasan layanan kesehatan tradisional di 

Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan dalam koridor 

peraturan yang ada, tetapi perlu penguatan dari segi pelaksanaan di lapangan, 

khususnya pada aspek pengawasan nonformal, pendampingan yang lebih intensif, 

perluasan akses informasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi antar-

pemangku kepentingan agar tujuan pengawasan dapat tercapai secara maksimal 

dalam menjamin keamanan, kualitas, dan legalitas layanan kesehatan tradisional 

di Kota Medan. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, terdapat 

beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai upaya dalam memperkuat 

implementasi kebijakan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional di Kota 

Medan, agar berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat: 
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a. Bagi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan, diharapkan 

dapat terus memperkuat komunikasi, sosialisasi, dan pendampingan 

kepada para penyehat tradisional, khususnya dalam hal pemahaman 

prosedur perizinan serta pentingnya legalitas praktik. Penyuluhan yang 

berkelanjutan, penggunaan media komunikasi yang lebih efektif, dan 

keterlibatan aktif dalam pembinaan lapangan menjadi langkah penting 

untuk meminimalisir praktik ilegal dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan tradisional di masyarakat. 

b. Bagi para penyehat tradisional, diharapkan adanya kesadaran yang lebih 

tinggi terhadap pentingnya mematuhi kebijakan pemerintah, baik dalam 

pengurusan izin, penerapan standar operasional prosedur, maupun dalam 

menjaga etika pelayanan kesehatan. Legalitas bukan hanya memberikan 

perlindungan hukum bagi penyehat, tetapi juga menjadi bentuk tanggung 

jawab moral kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. 

c. Bagi masyarakat Kota Medan, diharapkan semakin selektif dan kritis 

dalam memilih layanan kesehatan tradisional, dengan memprioritaskan 

penyehat yang telah memiliki izin resmi dan mengikuti standar pelayanan 

yang aman. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan 

laporan, saran, atau kritik terhadap pelayanan kesehatan tradisional dapat 

menjadi penguatan dalam pengawasan oleh pemerintah. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang 

faktor-faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan pelayanan 

kesehatan tradisional, seperti dari aspek budaya, ekonomi, maupun 
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kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat 

memperluas cakupan wilayah studi agar diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai implementasi kebijakan ini di daerah lain. 

Dengan adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, penyehat, dan 

masyarakat, diharapkan kebijakan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional di 

Kota Medan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sehingga 

mendukung tercapainya sistem pelayanan kesehatan tradisional yang aman, legal, 

dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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